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 PUTUSAN

Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan

xxxxxxxxxx,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN  LOMBOK

TIMUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxxxx,  tempat  kediaman  semula  di  KABUPATEN

LOMBOK TIMUR, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dengan  surat  permohonannya  tertanggal  01  Oktober

2020 yang telah terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor

1034/Pdt.G/2020/PA.Sel . mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon  dengan

Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus

2016 bertempat di KUA xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor: 0411/08/VIII/2016  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  xxxxxxxxx  xxxxxxx  xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.  Tertanggal 03 Agustus 2016; 

2. Bahwa  setelah  pernikahan

Pemohon dengan Termohon  tinggal  di  KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

dimana  Pemohon   dengan  Termohon  telah  hidup  rukun  sebagaimana

Hlm. 1 Putusan Nomor 1034/Pdt.G/2020/PA.Sel
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layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan; 

3. Bahwa  kebahagiaan  yang

dirasakan  Pemohon setelah  berumah tangga  dengan  Termohon  hanya

berlangsung sampai dengan bulan Desember 2017, karena sejak saat itu

Termohon telah meninggalkan Pemohon ke Bali sampai dengan sekarang

selama 2 tahun 9 bulan dan selama itu Termohon tidak pernah pulang,

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib); 

4. Bahwa sejak kejadian tersebut

rumah  tangga  Pemohon dengan  Termohon  sudah  retak  dan  tidak  lagi

dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  dan  rahmah  sudah  sulit

dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih

jauh  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka  perceraian

merupakan  jalan  terakhir  bagi  Pemohon  untuk  menyelesaikan

permasalahan antara Pemohon dengan Termohon; 

5. Bahwa  berdasarkan  hal-hal

tersebut diatas, gugatan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai

Talak  terhadap  Termohon  atas  dasar  telah  meninggalkan  Pemohon,

sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

6. Bahwa  untuk  memperlancar

pemeriksaan  perkara  ini  Pemohon  bersedia  membayar  biaya  perkara

yang timbul dalam perkara ini

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Pemohon  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Selong  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR; 

1. Mengabulkan  permohonan

Pemohon

2. Memberi izin kepada Pemohon

untuk  menjatuhkan  thalak  1  (satu)  Raj'i  terhadap  Termohon  di  depan

Sidang Pengadilan Agama Selong; 

3. Membebankan  Kepada

Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum; 
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SUBSIDAIR; 

Atau  Bilamana  Pengadilan  Agama  Berpendapat  Lain  Mohon  Putusan

Yang Seadil-adilnya.

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  telah  hadir

menghadap  dipersidangan.  Sedangkan  Termohon  tidak  hadir  dan  tidak

menyuruh  kuasanya  untuk  hadir,  meskipun  menurut  relaas  Nomor

1034/Pdt.G/2020/PA.Sel. tertanggal 02 Oktober 2020 dan tanggal 04 November

2020  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dan  ketidakhadiran

Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  berupaya  menasehati  Pemohon  agar  mau

bersabar dan menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil, lalu

sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakan permohonan Pemohon,

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk  mendukung  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli  surat  keterangan  domisili  atas  nama  Penggugat,  nomor

474.4/92/Pem/2019  yang  dikeluarkan  Kepala  xxxx  xxxxxxx  xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18 Juni 2019,

telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.1) serta diparaf; 

2. Fotokopi  kutipan  akta  nikah,  No.  0411/08/VIII/2016,  yang  aslinya

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  xxxxxxxxx  xxxxxxx  xxxx,

xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,  tanggal  03-08-2016,  telah  dicocokkan dengan

aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi  kode

bukti (P.2) serta diparaf; 

3. Asli  surat  keterangan  Desa,  atas  nama  Tergugat,  Nomor:

400/250/Kesra/2019,  yang dikeluarkan oleh Kepala Desa LAbuhan Haji

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 18 Juni 2019,

telah bermeterai cukup, diberi kode bukti (P.3) serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1,  SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  LOMBOK  TIMUR,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
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- saksi adalah ibu kandung Pemohon

- saksi  tahu  pemohon  dan  termohon  adalah  suami  istri  dan  belum

dikaruniai anak;

- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-

rukun  saja,  akan  tetapi  sejak  Desember  2017  Termohon  pergi

meninggalkan Pemohon;

- saksi tahu Termohon tidak pernah pulang selama kepergiannya; 

- saksi  tahu  Termohon  tidak  pernah  mengirim  kabar  berita  tentang

keadaannya; 

- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati  Pemohon agar

mau menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

Saksi 2,  SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx,

bertempat  tinggal  di  KABUPATEN  LOMBOK  TIMUR,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- saksi adalah kakak kandung Pemohon

- saksi  tahu  pemohon  dan  termohon  adalah  suami  istri  dan  belum

dikaruniai anak;

- saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-

rukun  saja,  akan  tetapi  sejak  Desember  2017  Termohon  pergi

meninggalkan Pemohon;

- saksi tahu Termohon tidak pernah pulang selama kepergiannya; 

- saksi  tahu  Termohon  tidak  pernah  mengirim  kabar  berita  tentang

keadaannya; 

- saksi tahu pihak keluarga telah berupaya menasehati  Pemohon agar

mau menunggu kedatangan Termohon akan tetapi tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-

bukti lagi;

Bahwa Pemohon mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  pada pokoknya

tetap  pada  dalil  permohonannya  untuk  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap

Termohon dan selanjutnya mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-

hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  isi  dan  maksud  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Pemohon datang di persidangan; 

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun

telah dipanggil secara resmi dan dan tidak ternyata ketidak hadirannya karena

sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim

harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut

untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon Termohon vide Pasal 149

ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang,  bahwa dengan tidak hadirnya Termohon menjadi  tertutup

kemungkinan  perkara  a  quo diselesaikan  melalui  prosedur  mediasi  seperti

diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016.  Meskipun  demikian  Majelis  Hakim  tetap  berusaha  sedemikian  rupa

menasehati Pemohon mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil sehingga

perkara ini harus diselesaikan melalui prosedur litigasi ;

Menimbang,  bahwa  setelah  meneliti  secara  seksama  dalil-dalil

permohonan Pemohon maka yang menjadi  permasalahan dalam perkara ini

pada  pokoknya  apakah  beralasan  menurut  hukum memberikan  izin  kepada

Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

- sejak Desember 2017 secara berturut-turut hingga sekarang Termohon

pergi meninggalkan Pemohon ;

- sejak  kepergiannya  Termohon tidak  pernah pulang dan tidak pernah

memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  gugatan  tersebut,  Pemohon

telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas;
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 Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Pemohon oleh karena

kesaksian  disampaikan  dibawah  sumpah  di  muka  persidangan,  secara

substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon,

saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut

dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, menurut Pasal 149 RBg. gugatan tanpa

hadirnya Termohon dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama,

Termohon telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengajukan eksepsi

ketidakwenangan Pengadilan Agama memeriksa perkara aquo, kedua gugatan

beralasan hukum;

Menimbang in casu berdasarkan pertimbangan diatas, Termohon   telah

dipanggil  secara  sah  dan  patut  tidak  hadir  dan  tidak  ternyata  Termohon

mengajukan  eksepsi  tentang  ketidakwenangan  Pengadilan  Agama  Selong

mengadili  perkara  ini.  Oleh  karena  itu  unsur  pertama  pasal  diatas  telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon

beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan

hukum tentang perceraian ;

Menimbang,  menurut  pasal  19  huruf  b  Peraturan  Pemerintah  (PP)

Nomor  9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan

cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan

pada alasan yang salah satunya bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak

lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang

sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1,  maka  terbukti  Pemohon

bertempat  tinggal  di  dalam  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Selong,

sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu Pemohon

dapat  mengajukan  perkara  ini  ke  Pangadilan  Agama  Selong,  sebagaimana

diatur  dalam Pasal  66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  jo.  Pasal  20  ayat  (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Pemohon dan

Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon

dan  Termohon  masing-masing  mempunyai  dasar  hukum  (legal  standing)

sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3,  maka  terbukti  Termohon

sekarang tidak  lagi  diketahui  alamatnya yang jelas  (ghoib).  Oleh karenanya

Termohon  telah  dipanggil  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  27  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon  dikuatkan

dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon ditemukan fakta

bahwa:  sejak bulan Desember 2017  Termohon  meninggal  Pemohon sampai

dengan sekarang dan tidak pernah kembali  lagi,  selama itu  Termohon tidak

pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah

menjamin nafkah lahir batin Pemohon hingga sekarang;

Menimbang  bahwa  in  casu berdasarkan  fakta  sebagaimana  terurai

diatas  harus  dinyatakan  terbukti  bahwa Termohon  meninggalkan  kediaman

bersama  atau  meninggalkan  Termohon  lebih  dari  dua  tahun  sebagaimana

maksud pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  9 tahun 1975 jo.

pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu sejak  bulan Desember 2017

sampai  perkara  ini  diputus,  selain  itu  Majelis  Majelis  Hakim telah  berupaya

sedemikian rupa menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai

namun Pemohon tetap bersikeras bahkan telah berketetapan hati (’azam) untuk

bercerai ;

Menimbang in casu berdasarkan ketetuan tersebut, dihubungkan dengan

kenyataan bahwa benar antara Pemohon denganTermohon telah pisah tempat

tinggal,  dimana  antara  Pemohon  dan  Termohon  masing-masing  tidak  lagi

menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah

diupayakan  sedemikian  rupa  oleh  keluarga  namun tidak  berhasil,  Pemohon

telah  beri'tizam  untuk bercerai, karenai tu Majelis Hakim patut menyimpulkan

betapa  rumahtangga  antara  Pemohon  dengan  Termohon  benar-benar  telah

pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi

tujuan  perkawinan  sebagaimana  maksud  Pasal  1  UndangundangNomor  1
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Tahun 1974 dan Al-Qur’an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwjud, oleh karena

itu  telah  terdapat  alasan  menurut  hukum  bagi  Majelis  Hakim  untuk

mengabulkan permohonan Pemohon tersebu tsebagaimana maksud penj lasan

39 ayat (2) huru f ( b ) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 jo . pasal 19 huru f

(b), PP No. 9 tahun 1975  jo . pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia,  dengan  demikian,  permohonan  Pemohon  sebagaimana  petitum

angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon

untuk menjatuhkan terhadap Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pasal  70  ayat  (3)  Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-undang Nomor   3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  Pemohon  diizinkan  untuk

mengucapkan  ikrar  talak  terhadap  Termohon  di  depan  sidang  pengadilan

Agama Selong pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Pemohon  belum  pernah  bercerai

dengan  Termohon,  maka  talak  yang  akan  dijatuhkan  oleh  Pemohon adalah

talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul,

oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak

yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj’i ;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

terakhir  diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,  maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi  Izin  kepada Pemohon  (PEMOHON) untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon (TERMOHON) didepan

sidang Pengadilan Agama Selong;  
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4. Membebankan  kepada  Pemohon untuk  membayar

biaya perkara ini  sejumlah Rp.345.000,00  ( tiga ratus empat puluh lima

ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  19  Jumadil  Akhir  1442 Hijriah,  oleh  kami  H.

FAHRURROZI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta FIRMAN, S.H.I

dan HAPSAH, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua

Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

oleh para hakim Anggota serta H. Sahmun, SH. sebagai panitera pengganti dan

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota 

FIRMAN, S.H.I

HAPSAH, S.H.I

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Sahmun, SH.
Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Biaya Proses : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 225.000,00
-  PNBP Relaas :  Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp           10.000,00  
J u m l a h : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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